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ABSTRAK 
Pola kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan dipandang sebagai salah satu jalan untuk 
memperkokoh keberlanjutan usaha tani, memperluas akses pasar dan memperbaiki mutu hasil produksi. 
Meskipun demikian, berhasil tidaknya sebuah kemitraan tidak semata-mata ditentukan oleh relasi antara 
petani dan perusahaan, melainkan turut dibentuk oleh keterlibatan beragam pemangku kepentingan yang 
membawa peran, kepentingan, serta daya pengaruh yang tidak seragam. Studi ini dimaksudkan untuk 
mengenali para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kemitraan petani tembakau 
dengan PT Djarum di Kabupaten Pemalang, menelaah peran, derajat pengaruh, dan kepentingan masing-
masing, serta menyusun strategi pelibatan mereka agar kemitraan dapat berjalan berhasil. Pendekatan 
kualitatif dengan rancangan studi kasus diterapkan di Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik, 
Kabupaten Pemalang. Data dihimpun lewat wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan 
penelaahan dokumen, lalu diolah memakai model analisis interaktif yang dipadukan dengan kerangka 
stakeholder analysis. Temuan memperlihatkan bahwa aktor yang terlibat mencakup PT Djarum; Dinas 
Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang; Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); kelompok 
tani; dan petani tembakau. Pemetaan pengaruh–kepentingan menempatkan PT Djarum, Dinas Pertanian, 
Pangan dan Perikanan, serta kelompok tani sebagai key players; petani tembakau sebagai subjects; 
sementara PPL berada dalam kategori crowd. Keberhasilan kemitraan sangat ditopang oleh sinergi antar 
aktor yang dibangun melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang efektif. Strategi yang disarankan 
mencakup pembentukan forum komunikasi lintas pihak, penguatan kapasitas petani, pemantapan 
kelembagaan kelompok tani, penyusunan kontrak kemitraan yang terbuka, serta pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi secara partisipatif demi menjaga kelangsungan kemitraan dan mengangkat kesejahteraan 
petani. 
 

Kata kunci : stakeholder analysis; kemitraan; tembakau; collaborative; agribisnis 
 

ABSTRACT 
Partnership schemes linking tobacco farmers with companies are regarded as a way to strengthen farm 
sustainability, widen market access, and raise product quality. Nevertheless, whether such schemes 
succeed is shaped not only by the farmer–company relationship itself but also by the participation of a 
range of stakeholders whose roles, interests, and degrees of influence differ. This study set out to identify 
the stakeholders engaged in developing the tobacco farmer partnership with PT Djarum in Pemalang 
Regency, to examine their roles, influence, and interests, and to design engagement strategies that 
support the partnership. A qualitative case study was carried out in Pulosari and Belik Districts, Pemalang 
Regency. Data were gathered through in-depth interviews, field observation, and document review, then 
processed using an interactive analysis model combined with a stakeholder analysis framework. The 
results show that the actors involved comprise PT Djarum; the Pemalang Regency Department of 
Agriculture, Food and Fisheries; Agricultural Extension Officers; farmer groups; and tobacco farmers. The 
power–interest mapping places PT Djarum, the Department of Agriculture, Food and Fisheries, and farmer 
groups as key players, tobacco farmers as subjects, and extension officers as crowd. Partnership success 
rests heavily on synergy among actors built through effective coordination, communication, and 
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collaboration. Suggested strategies cover forming a cross-stakeholder communication forum, building 
farmer capacity, consolidating farmer group institutions, drafting transparent partnership contracts, and 
running participatory monitoring and evaluation to sustain the partnership and lift farmers’ welfare. 

 
Keywords: stakeholder analysis; partnership; tobacco; collaborative; agribusiness 
 

PENDAHULUAN 

Tembakau merupakan salah satu komoditas 
perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting bagi 
masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Kabupaten 
Pemalang Jawa Tengah, usaha tani tembakau masih 
menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang menopang 
kehidupan rumah tangga petani sekaligus mendukung 
rantai pasok industri hasil tembakau nasional. Namun 
petani tembakau masih menghadapi berbagai 
tantangan seperti fluktuasi harga, ketidakpastian 
pasar, meningkatnya tuntutan kualitas produk, serta 
dampak perubahan iklim yang mempengaruhi  
produktivitas pertanian (Barrett et al., 2022; 
Gbegbelegbe et al., 2024). Kondisi tersebut 
mendorong perlunya model kemitraan yang mampu 
memperkuat posisi petani dalam sistem agribisnis 
modern. 

Kemitraan pertanian atau contract farming telah 
banyak diterapkan di berbagai negara berkembang 
sebagai instrumen untuk meningkatkan akses pasar, 
transfer teknologi, dan kepastian pendapatan petani 
kecil (Bellemare & Bloem, 2020; Bijman, 2021). 
Melalui kemitraan petani memperoleh akses terhadap 
pasar yang lebih pasti, pendampingan teknis 
budidaya, bantuan sarana produksi, serta jaminan 
pembelian hasil panen dengan standar kualitas 
tertentu, adapun perusahaan memperoleh kepastian 
pasokan bahan baku. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa kemitraan dapat meningkatkan 
kepastian pemasaran, akses informasi, dan 
pendapatan petani (Mishra et al , 2021; Cadena et al., 
2021; Purnama et al., 2017).. 

Keberhasilan suatu program kemitraan tidak 
hanya ditentukan oleh hubungan antara petani dan 
perusahaan, tetapi melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan (stakeholders) dengan kepentingan, 
sumber daya, dan tingkat pengaruh yang berbeda-
beda. Dalam pengembangan kemitraan petani 
tembakau, stakeholder yang terlibat terdiri atas petani 
dan perusahaan, tetapi juga pemerintah daerah, 
penyuluh pertanian, kelompok tani, koperasi, lembaga 
keuangan, akademisi, serta masyarakat sekitar. Oleh 
karena itu, stakeholder analysis diperlukan untuk 
mengidentifikasi aktor yang terlibat serta memetakan 
tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) 
masing-masing stakeholder (Reed et al., 2009; 
Freeman et al., 2020; Partzsch, 2021) 

Namun demikian, realitas di lapangan 
menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder 
belum selalu berjalan optimal. Ketimpangan akses 
informasi, perbedaan kepentingan antar pihak, 
lemahnya koordinasi kelembagaan, serta 
keterbatasan partisipasi stakeholder tertentu dalam 
proses pengambilan keputusan dapat menghambat 
keberhasilan kemitraan. Penelitian Aulia et al. (2024) 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan petani dalam 
program kemitraan dipengaruhi oleh kualitas 
hubungan dan komunikasi yang dibangun antara 
petani dan perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan 
bahwa aspek tata kelola kemitraan masih memerlukan 
perhatian yang lebih serius. 

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih 
banyak berfokus pada aspek ekonomi usahatani 
tembakau, tingkat pendapatan petani, persepsi petani 
terhadap program kemitraan, maupun tingkat 
kepuasan petani dalam hubungan kemitraan (Cadena 
et al., 2021; Jalil, 2024; Purnama et al., 2017; Aulia et 
al., 2024). Sementara itu, penelitian yang secara 
khusus mengkaji peran stakeholder dalam 
pengembangan kemitraan petani tembakau masih 
relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai siapa 
saja stakeholder yang terlibat, bagaimana peran 
mereka dijalankan, serta sejauh mana tingkat 
pengaruh dan kepentingannya menjadi aspek penting 
dalam merancang strategi pengembangan kemitraan 
yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar  
penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya 
yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan 
kepuasan petani, penelitian ini berupaya mengkaji 
kemitraan petani tembakau melalui perspektif 
stakeholder analysis. Nilai kebaruan (novelty) 
penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan 
pendekatan stakeholder analysis ke dalam studi 
kemitraan agribisnis tembakau, khususnya pada 
kemitraan antara petani tembakau dan PT Djarum di 
Kabupaten Pemalang. Selain mengidentifikasi 
stakeholder yang terlibat, penelitian ini juga 
memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan 
masing-masing stakeholder, menganalisis pola 
interaksi yang terbentuk, serta merumuskan strategi 
pengembangan kemitraan berbasis kolaborasi 
multipihak yang berorientasi pada keberlanjutan.. 

Strategi pengembangan kemitraan yang 
melibatkan forum komunikasi multipihak, penguatan 
kelembagaan petani, dan sistem koordinasi yang 
terintegrasi sejalan dengan konsep collaborative 
governance dan stakeholder collaboration yang 
menekankan pentingnya sinergi antar aktor dalam 
pembangunan pertanian berkelanjutan (Ansell & 
Gash, 2021; Wigboldus et al., 2021; Dwiartama et al., 
2021). 

Keberadaan kelompok tani menjadi faktor 
penting dalam memperkuat posisi tawar petani. Ros-
Tonen et al. (2023) menjelaskan bahwa model bisnis 
inklusif yang melibatkan organisasi petani mampu 
meningkatkan akses terhadap pasar, teknologi, dan 
informasi. Meskipun berbagai penelitian telah 
membahas kemitraan pertanian dan contract farming, 
sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek 
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ekonomi, produktivitas, dan pendapatan petani 
(Bellemare & Bloem, 2020; Mishra et al., 2021). 
Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan 
stakeholder analysis dalam konteks kemitraan 
tembakau masih relatif terbatas, terutama pada 
hubungan multipihak yang melibatkan pemerintah, 
perusahaan, kelompok tani, penyuluh, dan petani 
secara bersamaan (Wigboldus et al., 2021; Osei-
Amponsah & van Paassen, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang 
terlibat dalam kemitraan petani tembakau dengan PT. 
Djarum, menganalisis peran serta tingkat pengaruh 
(power/influence) dan kepentingan (interest), 
mengkaji pola koordinasi antar stakeholder, 
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 
pengembangan kemitraan, serta merumuskan model 
pengembangan kemitraan berbasis kolaborasi 
stakeholder yang dapat diterapkan secara 
berkelanjutan di Kabupaten Pemalang. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 

hingga Juni 2026 di Kecamatan Pulosari dan 
Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi 
Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 
secara purposive (sengaja) dengan 
mempertimbangkan bahwa kedua kecamatan 
tersebut merupakan sentra produksi tembakau di 
Kabupaten Pemalang dan menjadi wilayah yang 
direncanakan untuk pengembangan kemitraan antara 
petani tembakau dengan PT. Djarum. Selain memiliki 
potensi produksi tembakau yang cukup tinggi, kedua 
wilayah tersebut telah menjadi lokasi pengamatan 
kualitas tembakau oleh PT. Djarum sehingga relevan 
untuk mengkaji peran stakeholder dalam 
pengembangan kemitraan. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk 
memahami secara mendalam peran, kepentingan, 
pengaruh, dan hubungan antar stakeholder dalam 
rencana pengembangan kemitraan petani tembakau 
dengan PT. Djarum. Metode studi kasus digunakan 
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif 
terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi 
nyata yang terjadi di lokasi penelitian. 

Pendekatan stakeholder analysis digunakan 
sebagai kerangka analisis utama untuk 
mengidentifikasi stakeholder yang terlibat 
berdasarkan keterlibatan, peran, kepentingan, dan 
kapasitasnya dalam pengembangan kemitraan. 
Tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh 
(power/influence) masing-masing stakeholder 
dianalisis secara kualitatif berdasarkan informasi yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Populasi dan Informan Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah 
sampel, yang dipakai adalah informan penelitian. 
Cakupan populasinya ialah seluruh pihak yang 
bersentuhan  langsung maupun tidak dengan rencana 
kemitraan petani tembakau dan PT Djarum di 
Kabupaten Pemalang. 

Informan dipilih dengan teknik purposive 
sampling, yakni penetapan secara sengaja atas dasar 
keterlibatan, pengalaman, pengetahuan, dan 
kewenangan terhadap program yang dikaji. Informan 
dalam studi ini mencakup: (1) perwakilan PT Djarum 
(2 orang); (2) Dinas Pertanian, Pangan, dan 
Perikanan Kabupaten Pemalang (2 orang); (3) 
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan 
Pulosari dan Belik (2 orang); (4) pengurus kelompok 
tani tembakau (2 orang); (5) petani tembakau di 
wilayah penelitian; serta (6) tokoh masyarakat yang 
mengikuti perkembangan usaha tani tembakau (2 
orang). 

Banyaknya informan tidak ditetapkan dimuka, 
melainkan mengikuti azas  saturation (kejenuhan 
data), yaitu melalui proses pengumpulan dan analisis 
informasi secara bertahap selama wawancara 
berlangsung. Pengumpulan data dihentikan ketika 
wawancara dengan informan berikutnya mulai 
menunjukkan pola yang berulang, tidak lagi 
menghasilkan tema, kategori, atau informasi baru 
yang signifikan, serta sekadar mengonfirmasi temuan 
dari informan sebelumnya. 

 
Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data 

Gambaran menyeluruh tentang peran 
stakeholder diperoleh dari paduan data primer dan 
sekunder. Data primer digali langsung dari para pihak 
yang terlibat dalam rencana kemitraan PT Djarum; 
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten 
Pemalang; PPL; kelompok tani; petani tembakau; 
serta tokoh masyarakat yang mengenal seluk-beluk 
komoditas tembakau setempat. Data sekunder 
dihimpun dari laporan instansi pemerintah, statistik 
pertanian, dokumen perusahaan, arsip kelompok tani, 
regulasi, hasil riset terdahulu, buku, dan jurnal ilmiah 
yang bertalian dengan kemitraan pertanian maupun 
analisis stakeholder. 

Kedudukan penyuluh pertanian dalam studi ini 
bersesuaian dengan temuan Ragasa dan Lambrecht 
(2021) bahwa layanan penyuluhan menyumbang 
pada peningkatan kapasitas petani, penyerapan 
inovasi, dan produktivitas usaha tani. 

Data dihimpun melalui tiga cara: wawancara 
mendalam (in-depth interview), pengamatan 
lapangan, dan penelaahan dokumen. Wawancara 
berlangsung semi-terstruktur, berpedoman pada 
daftar pertanyaan yang diturunkan dari tujuan 
penelitian, dan diarahkan untuk menggali peran, 
kepentingan, bobot pengaruh, relasi antar aktor, serta 
peluang dan kendala pengembangan kemitraan 
petani tembakau dengan PT Djarum. Informan 
diwawancarai langsung dan ditetapkan secara 
purposive menurut keterlibatan, pengalaman, dan 
kewenangannya dalam kegiatan kemitraan. 
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Pengamatan lapangan diarahkan pada 
kondisi usahatani tembakau, kegiatan kelompok tani, 
corak interaksi antaraktor, dan berbagai aktivitas yang 
bertalian dengan rencana kemitraan; tujuannya 
menghadirkan data faktual yang menguatkan hasil 
wawancara. Penelaahan dokumen dilakukan atas 
laporan kegiatan, data produksi tembakau, notulen 
rapat, foto kegiatan, dan dokumen kebijakan terkait 
pengembangan kemitraan. Paduan beragam sumber 
dan cara pengumpulan itu dimaksudkan agar 
informasi yang terkumpul lengkap, akurat, dan 
mencerminkan keadaan lapangan yang 
sesungguhnya. 

 
Analisa Data  

Analisis berjalan bertahap sejak data mulai 
dikumpulkan sampai penelitian usai, mengikuti model 
analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña 
(2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, 
serta penarikan simpulan dan verifikasi. Model ini 
dipilih karena luwes menampung data kualitatif hasil 
wawancara, pengamatan, dan dokumen, sehingga 
peran stakeholder dalam rencana kemitraan petani 
tembakau dengan PT Djarum di Kabupaten Pemalang 
dapat dipahami secara mendalam. 

Reduksi data berupa penyeleksian, 
penyederhanaan, pengelompokan, dan pemfokusan 
data lapangan sesuai arah penelitian. Seluruh 
rekaman wawancara ditranskripsikan lalu dipilah 
menurut tema: identifikasi aktor, peran, bobot 
kepentingan, bobot pengaruh, relasi antaraktor, dan 
strategi pengembangan kemitraan. Proses ini berjalan 
terus-menerus sepanjang penelitian agar penafsiran 
lebih mudah dan pola yang relevan lekas tampak. 

Data yang telah diringkas kemudian disajikan 
(data display) dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, 
matriks, dan diagram supaya hubungan antarunsur 
mudah dibaca dan maknanya dapat ditarik. Penyajian 
ini sekaligus melukiskan keterlibatan tiap aktor dalam 
rencana kemitraan beserta relasi yang terbentuk di 
antara para pihak. 

Langkah berikutnya adalah menarik simpulan 
dan memverifikasinya. Seluruh informasi ditafsirkan 
untuk menemukan makna, pola relasi, dan peran tiap 
aktor dalam menopang kemitraan. Simpulan awal 
tidak dianggap final; ia terus diuji ulang terhadap data 
lapangan sampai diperoleh temuan yang konsisten 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Posisi dan derajat keterlibatan aktor dianalisis 
dengan pendekatan Stakeholder Analysis merujuk 
Reed et al. (2009), melalui empat tahapan: identifikasi 
aktor, penakaran tingkat pengaruh (power), 
penakaran tingkat kepentingan (interest), dan 
pemetaan ke dalam matriks pengaruh–kepentingan 
(power-interest matrix). 

Pengaruh ditakar lewat lima indikator, yaitu 
conditional power, condign power, compensatory 
power, personality power, dan organizational power. 
Kepentingan dinilai dari derajat keterlibatan, manfaat 
yang diterima, kewenangan, kaitan dengan program 
kerja, dan ketergantungan aktor pada program 
kemitraan. Setiap indikator diberi skor pada skala 

Likert lima tingkat; skor 1 berarti pengaruh atau 
kepentingan sangat rendah dan skor 5 sangat tinggi. 
Skor pada setiap indikator kemudian dijumlahkan 
untuk memperoleh skor total tingkat pengaruh dan 
kepentingan masing-masing stakeholder, dengan 
rumus P = ΣPi dan K = ΣKi. P merupakan skor total 
pengaruh (power/influence), Pi adalah skor masing-
masing indikator pengaruh, K merupakan skor total 
kepentingan (interest), Ki adalah skor masing-masing 
indikator kepentingan, dan Σ menunjukkan 
penjumlahan seluruh skor indikator 

Nilai total dari masing-masing indikator 
kemudian dihitung untuk menentukan tingkat 
pengaruh dan kepentingan setiap stakeholder. Hasil 
perhitungan selanjutnya dipetakan ke dalam matriks 
stakeholder yang terdiri atas empat kuadran, yaitu key 
player   (pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi), 
Subjects (pengaruh rendah dan kepentingan tinggi), 
Context Selters (pengaruh tinggi dan kepentingan 
rendah), serta Crowd (pengaruh rendah dan 
kepentingan rendah). Pemetaan ini digunakan untuk 
memahami posisi strategis masing-masing 
stakeholder serta merumuskan strategi pelibatan yang 
sesuai dalam pengembangan kemitraan petani 
tembakau dengan PT. Djarum. 

Keabsahan hasil dijaga lewat triangulasi 
sumber dan triangulasi metode: yang pertama 
membandingkan keterangan dari berbagai aktor, yang 
kedua mengadu hasil wawancara, pengamatan, dan 
dokumen. Memberi checking kepada sejumlah 
informan kunci turut dilakukan untuk memastikan tafsir 
peneliti sesuai kenyataan di lapangan. Dengan 
rangkaian itu, hasil penelitian diharapkan valid, 
menyeluruh, dan mendalam dalam menggambarkan 
peran stakeholder pada pengembangan kemitraan 
petani tembakau di Kabupaten Pemalang 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rencana pengembangan kemitraan petani 
tembakau dengan PT. Djarum di Kabupaten 
Pemalang melibatkan lima stakeholder utama, yaitu 
PT. Djarum, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Pemalang, Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL), kelompok tani, dan petani tembakau. Kelima 
stakeholder tersebut memiliki peran, kepentingan, dan 
tingkat pengaruh yang berbeda dalam mendukung 
keberhasilan kemitraan. 

Keberadaan stakeholder yang beragam 
menunjukkan bahwa pengembangan kemitraan tidak 
hanya merupakan hubungan bisnis antara petani dan 
perusahaan, tetapi merupakan suatu sistem 
kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dengan 
kepentingan yang saling berkaitan. Temuan ini sejalan 
dengan Reed et al. (2009) yang menyatakan bahwa 
keberhasilan suatu program pembangunan sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi 
stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh 
terhadap program tersebut. 

Dalam konteks penelitian ini, PT. Djarum 
berperan sebagai calon mitra usaha yang 
membutuhkan pasokan bahan baku tembakau 
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berkualitas untuk mendukung keberlanjutan industri. 
Sebelum rencana kemitraan dikembangkan, 
perusahaan telah melakukan pengamatan terhadap 
kualitas tembakau yang dihasilkan di Kecamatan 
Pulosari dan menemukan bahwa karakteristik 
tembakau daerah tersebut memenuhi standar 
kebutuhan industri. Kondisi ini menjadi dasar bagi 
perusahaan untuk mengembangkan pola kemitraan 
dengan petani tembakau di Kecamatan Pulosari dan 
Belik. 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Pemalang berperan sebagai institusi 
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam 
pembinaan dan pengembangan komoditas 
perkebunan. Melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi, 
dinas berperan menjembatani komunikasi antara 
petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pihak 
perusahaan. Sementara itu, Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL) berfungsi sebagai pendamping 
teknis yang membantu proses transfer informasi dan 
peningkatan kapasitas petani. 

Kelompok tani berperan sebagai wadah 
organisasi petani yang menghubungkan kepentingan 
petani dengan pemerintah maupun perusahaan. 
Peran ini menjadi penting karena kelompok tani dapat 
memfasilitasi koordinasi, distribusi informasi, dan 
penguatan kelembagaan petani. Adapun petani 
tembakau merupakan aktor utama yang bertanggung 
jawab dalam proses budidaya dan produksi tembakau 
sesuai standar mutu yang ditetapkan perusahaan. 
 
Analisis Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder 

Analisis stakeholder memakai power-interest 
matrix menurut Reed et al. (2009) untuk membaca 
posisi strategis tiap aktor dari sisi pengaruh (power) 
dan kepentingannya (interest) terhadap program 
kemitraan. Hasilnya memperlihatkan posisi aktor yang 
tidak seragam dalam menopang pengembangan 
kemitraan petani tembakau dengan PT Djarum. 

Pendekatan ini bersesuaian dengan arah 
kajian tata kelola pembangunan berkelanjutan yang 
menempatkan stakeholder sebagai pelaku sentral 
dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
program (Partzsch, 2021; Naspetti et al., 2022). 

Tabel 1 memperlihatkan PT Djarum 
memegang nilai pengaruh dan kepentingan tertinggi di 
antara semua aktor — pertanda perusahaan adalah 
penentu arah kemitraan lewat kebijakan pembelian 
hasil, penetapan standar mutu, dan dukungan teknis 
bagi petani. Ini selaras dengan Reed et al. (2009): 
aktor berpengaruh dan berkepentingan tinggi mesti 
menjadi fokus pengelolaan program karena di tangan 
merekalah berhasil atau gagalnya program banyak 
ditentukan. 

Tabel 1. Matriks Stakeholder Berdasarkan Tingkat 
Pengaruh dan Kepentingan 

Stakeholder Pengaruh 
(Power) 

Kepentingan 
(Interest) 

Kategori 

PT Djarum 
23 25 

Key 
Player 

Dinas 
Pertanian, 

19 22 
Key 

Player 

Pangan dan 
Perikanan 
Kelompok Tani 

16 21 
Key 

Player 
Petani 
Tembakau 

11 20 Subject 

PPL 
Kecamatan 
Pulosari dan 
Belik 

18 18 Crowd 

 
PT. Djarum memperoleh nilai pengaruh dan 

kepentingan tertinggi dibandingkan stakeholder 
lainnya. Tingginya tingkat pengaruh menunjukkan 
bahwa perusahaan memiliki kemampuan menentukan 
arah dan keberlanjutan kemitraan melalui penetapan 
standar mutu, sistem pembelian hasil panen, serta 
dukungan teknis yang diberikan kepada petani. Di sisi 
lain, tingkat kepentingan yang tinggi mencerminkan 
kebutuhan perusahaan terhadap pasokan bahan baku 
yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Tingginya tingkat kepentingan (interest) PT 
Djarum dalam kemitraan mencerminkan kebutuhan 
perusahaan untuk memperoleh bahan baku tembakau 
yang berkualitas, cukup, dan tersedia secara 
berkelanjutan. Kepentingan tersebut diwujudkan yaitu 
dengan menjaga konsistensi mutu tembakau dengan 
mendorong penerapan standar budidaya dan 
penanganan pascapanen yang sesuai dengan 
kebutuhan industri. Selain itu, kemitraan 
berkepentingan bagi perusahaan untuk membangun 
rantai pasok yang lebih efisien dan mengurangi 
ketidakpastian pasokan, baik dari sisi jumlah maupun 
kualitas. Dalam jangka panjang, PT. Djarum juga 
berkepentingan membangun hubungan usaha yang 
berkelanjutan dengan petani sebagai basis pemasok 
bahan baku di Kabupaten Pemalang. Dengan 
demikian, kepentingan PT. Djarum mencakup jaminan 
pasokan, konsistensi mutu, efisiensi rantai pasok, dan 
keberlanjutan hubungan dengan petani. 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Pemalang berada pada posisi power dan 
interest yang tinggi dalam pengembangan kemitraan 
petani tembakau dengan PT Djarum. Tingginya power 
terutama berkaitan dengan kewenangan dinas 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah, khususnya dalam 
perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di 
bidang pertanian. Kewenangan tersebut diwujudkan 
melalui pembinaan dan pemberdayaan petani, 
fasilitasi pengembangan komoditas pertanian, 
penyelenggaraan penyuluhan, serta koordinasi 
dengan berbagai pihak yang terlibat dalam 
pembangunan dan rantai nilai pertanian. Dalam 
konteks kemitraan tembakau, posisi tersebut 
menempatkan dinas sebagai pihak yang memiliki 
kapasitas untuk memfasilitasi terciptanya hubungan 
yang lebih terkoordinasi antara petani, kelompok tani, 
perusahaan, dan stakeholder lainnya. 

Tingginya kepentingan (interest) dinas terhadap 
kemitraan tidak hanya didasarkan pada tanggung 
jawab kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan 
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kepentingan pemerintah daerah terhadap 
keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat lokal. 
Dinas berkepentingan agar pengembangan tembakau 
tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga 
memberikan dampak nyata terhadap pendapatan dan 
kesejahteraan petani. Dalam hal ini, kemitraan 
dengan PT. Djarum memiliki relevansi karena dapat 
membuka akses petani terhadap pasar, informasi 
kebutuhan industri, teknologi budidaya, pembinaan 
teknis, serta peluang pemasaran hasil produksi yang 
lebih terarah. Bagi pemerintah daerah, keberadaan 
kemitraan tersebut juga dapat menjadi salah satu 
instrumen untuk menghubungkan kepentingan petani 
sebagai produsen dengan kebutuhan perusahaan 
sebagai pengguna bahan baku, sehingga terbentuk 
hubungan usaha yang lebih terkoordinasi. 

Kepentingan dinas juga mencakup terjaganya 
keberlanjutan komoditas tembakau sebagai bagian 
dari aktivitas ekonomi pertanian daerah. 
Keberlanjutan tersebut tidak hanya ditentukan oleh 
kemampuan petani menghasilkan tembakau, tetapi 
juga oleh adanya pasar, kesesuaian kualitas dengan 
kebutuhan industri, kemampuan petani mengikuti 
perkembangan teknologi, dan hubungan kemitraan 
yang memberikan manfaat bagi para pihak. Oleh 
karena itu, pemerintah daerah berkepentingan 
memastikan agar hubungan antara petani dan 
perusahaan berlangsung secara transparan, 
proporsional, dan memberikan manfaat yang dapat 
dirasakan oleh petani. Peran pemerintah menjadi 
semakin penting ketika terdapat perbedaan posisi 
tawar antara petani dan perusahaan, karena 
pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator yang 
membantu mempertemukan kepentingan kedua belah 
pihak sekaligus mendorong agar kemitraan tidak 
hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 
bahan baku perusahaan. 

Kelompok tani termasuk dalam kategori 
stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan 
tinggi karena berfungsi sebagai penghubung antara 
petani dan perusahaan. Kelompok tani memiliki peran 
strategis dalam mengonsolidasikan kepentingan 
petani sekaligus memastikan bahwa informasi dan 
kebijakan kemitraan dapat diterima dan dilaksanakan 
oleh anggota kelompok. 

Tingginya tingkat kepentingan (interest) 
kelompok tani berkaitan dengan manfaat dan 
keberlanjutan kemitraan bagi anggotanya, terutama 
dalam memperoleh kepastian pemasaran tembakau, 
peningkatan pendapatan, serta akses terhadap 
sarana produksi, teknologi, dan pembinaan teknis. 
Kelompok tani juga berkepentingan terhadap 
kejelasan dan transparansi mekanisme kemitraan, 
termasuk standar mutu, penerimaan hasil, serta hak 
dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, 
kelompok tani tidak hanya berperan sebagai fasilitator 
antara petani dan perusahaan, tetapi juga sebagai 
wadah untuk mengorganisasi anggota, menghimpun 
dan menyampaikan aspirasi petani, serta 
mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan. 
Kemampuan tersebut menempatkan kelompok tani 

pada posisi high power–high interest sebagai key 
player dalam pengembangan kemitraan 

Sebaliknya, petani tembakau berada pada 
kategori subjects, yaitu stakeholder yang memiliki 
kepentingan tinggi tetapi tingkat pengaruh relatif 
rendah. Posisi ini menunjukkan bahwa petani 
merupakan pihak yang paling merasakan manfaat 
maupun dampak dari kemitraan, namun memiliki 
keterbatasan dalam mempengaruhi keputusan 
strategis.  

Kepentingan petani tembakau dalam kemitraan 
terutama berkaitan dengan kepastian pemasaran 
hasil, penerimaan yang layak, akses terhadap sarana 
produksi dan teknologi, serta pembinaan untuk 
meningkatkan produktivitas dan mutu tembakau. 
Petani juga membutuhkan kejelasan mengenai 
mekanisme kemitraan, khususnya standar mutu, 
proses penyerahan dan penilaian hasil, serta hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Kepastian tersebut 
penting karena secara langsung memengaruhi 
keputusan petani dalam menjalankan usahatani dan 
keberlanjutan pendapatan mereka. 

Di sisi lain, power petani relatif rendah karena 
secara individual mereka memiliki keterbatasan dalam 
memengaruhi penetapan standar mutu, mekanisme 
pemasaran, dan keputusan strategis kemitraan. 
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan posisi 
tawar antara petani dan perusahaan.. Dengan 
demikian, posisi petani sebagai subjects menunjukkan 
bahwa tingginya kepentingan petani belum 
sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan 
memengaruhi keputusan kemitraan. Berdasarkan 
power-interest matrix Reed et al. (2009), kondisi 
tersebut menegaskan perlunya pelibatan petani 
secara aktif serta penguatan kapasitas dan posisi 
tawar agar kepentingan petani lebih terakomodasi 
dalam pengembangan kemitraan.Temuan ini sejalan 
dengan penelitian Cadena et al. (2021) yang 
menunjukkan bahwa petani cenderung menjadi 
penerima manfaat utama dalam pola kemitraan 
melalui peningkatan akses pasar dan kepastian 
pemasaran hasil panen. 

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL) berada pada kategori crowd. Meskipun memiliki 
kontribusi penting dalam proses pendampingan dan 
transfer teknologi, tingkat pengaruhnya terhadap 
pengambilan keputusan strategis relatif lebih rendah 
dibandingkan stakeholder lainnya. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa fungsi utama penyuluh lebih 
berorientasi pada fasilitasi dan pendampingan teknis 
daripada pengambilan kebijakan. 

Kepentingan Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL) dalam pengembangan kemitraan terutama 
berkaitan dengan keberhasilan pendampingan dan 
peningkatan kapasitas petani agar mampu 
menerapkan teknologi budidaya serta memenuhi 
standar produksi dan mutu tembakau yang 
dipersyaratkan PT. Djarum. PPL juga berkepentingan 
terhadap kelancaran program pembangunan 
pertanian dan terciptanya koordinasi antara petani, 
kelompok tani, perusahaan, dan pemerintah daerah. 
Dalam praktiknya, PPL berperan sebagai saluran 
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komunikasi yang menyampaikan informasi teknis 
kepada petani sekaligus meneruskan permasalahan 
petani kepada pihak terkait. 

Namun, kepentingan PPL terhadap kemitraan 
bersifat lebih tidak langsung dibandingkan petani dan 
PT. Djarum. PPL tidak terlibat langsung dalam 
penentuan harga, standar pembelian, maupun 
mekanisme kontrak, sehingga pengaruhnya terhadap 
keputusan strategis relatif rendah. Dengan demikian, 
posisi PPL dalam power-interest matrix menunjukkan 
bahwa meskipun bukan pengambil keputusan utama, 
PPL tetap memiliki peran penting pada tingkat 
implementasi, terutama dalam memastikan program 
kemitraan dapat diterapkan di tingkat petani secara 
efektif 
 
Peran Stakeholder dalam Mendukung 
Pengembangan Kemitraan 

Setiap stakeholder menjalankan peran yang 
berbeda sesuai dengan kapasitas dan 
kewenangannya. Mengacu pada konsep yang 
dikemukakan Nugroho et al. (2014), peran 
stakeholder dalam pengembangan kemitraan dapat 
diklasifikasikan sebagai policy creator, coordinator, 
facilitator, accelerator, dan implementer. 

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Pemalang berperan sebagai policy creator 
dan coordinator melalui penyusunan kebijakan, 
fasilitasi pertemuan, serta koordinasi program 
pengembangan tembakau. Peran tersebut penting 
untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang 
mendukung keberhasilan kemitraan. 

Peta hubungan stakeholder pada Gambar 1 
menunjukkan bahwa pengembangan kemitraan tidak 
berlangsung secara linier antara petani dan 
perusahaan, melainkan melibatkan berbagai aktor 
yang memiliki fungsi berbeda. Dinas Pertanian 
berperan sebagai koordinator program, PPL sebagai 
fasilitator teknis, kelompok tani sebagai penghubung 
kelembagaan, petani sebagai pelaku utama produksi, 
dan PT. Djarum sebagai mitra usaha sekaligus pasar 
bagi hasil produksi tembakau. Struktur hubungan 
tersebut mencerminkan model kolaboratif yang 
banyak ditemukan dalam pengembangan agribisnis 
berbasis kemitraan.  

Model kolaborasi stakeholder pada Gambar 2 
menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan sangat 
bergantung pada sinergi antar aktor. PT Djarum 
menyediakan pasar dan standar mutu, petani 
menghasilkan produk sesuai spesifikasi perusahaan, 
kelompok tani memperkuat koordinasi, PPL 
melakukan pendampingan teknis, sedangkan Dinas 
Pertanian menciptakan lingkungan kelembagaan 
yang mendukung. Model ini sejalan dengan konsep 
collaborative governance yang menekankan 
pentingnya partisipasi multipihak dalam 
menyelesaikan permasalahan pembangunan 
pertanian. 

 

 
Gambar 1. Peta Hubungan Stakeholder dalam 

Rencana Kemitraan 
 

 
Gambar 2. Model Kolaborasi Stakeholder 

Pengembangan Kemitraan Tembakau 
 
Dalam konteks pembangunan pertanian 

berkelanjutan, pendekatan collaborative governance 
semakin banyak digunakan untuk memperkuat 
koordinasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, 
kelompok tani, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 
2021). Model ini menekankan pentingnya 
pengambilan keputusan secara partisipatif dan 
berbasis konsensus untuk menghasilkan kebijakan 
yang lebih efektif dan berkelanjutan (Naspetti et al., 
2022). Adapun peran dan fungsi stakeholder dalam 
pengembangan kemitraan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Pembagian peran stakeholder menunjukkan 
adanya saling ketergantungan antar pihak. Tidak ada 
satu stakeholder pun yang mampu menjalankan 
program kemitraan secara mandiri. Dinas Pertanian 
membutuhkan kelompok tani untuk menjangkau 
petani, PT. Djarum membutuhkan petani sebagai 
pemasok bahan baku, sementara petani 
membutuhkan perusahaan untuk memperoleh 
kepastian pasar. Kondisi ini memperlihatkan 
pentingnya tata kelola kolaboratif dalam 
pengembangan kemitraan pertanian. 

 
Tabel 2. Peran dan Fungsi Stakeholder dalam 
Pengembangan Kemitraan 

Stakeholder Peran Utama Fungsi Strategis 

PT. Djarum Akselerator 
Menentukan standar 
mutu, pekombelian 
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hasil, transfer 
teknologi 

Dinas 
Pertanian 

Policy Creator 
Regulasi, koordinasi, 
fasilitasi program 

PPL Fasilitator 
Pendampingan teknis 
dan komunikasi 

Kelompok Tani Koordinator 
Pengorganisasian dan 
komunikasi petani 

Petani Implementator 
Produksi tembakau 
sesuai standar 
perusahaan 

 
PT. Djarum berperan sebagai akselerator 

sekaligus mitra usaha yang menyediakan akses 
pasar, menetapkan standar mutu, dan memberikan 
arah pengembangan produksi sesuai kebutuhan 
industri. Peran perusahaan menjadi sangat penting 
karena keberhasilan kemitraan sangat bergantung 
pada keberlanjutan hubungan antara petani dan 
pasar. 

Kelompok tani berperan sebagai kordinator dan 
penghubung stakeholder. Keberadaan kelompok tani 
memudahkan proses koordinasi, pengorganisasian 
petani, serta penyampaian informasi yang berkaitan 
dengan program kemitraan. Temuan ini mendukung 
hasil penelitian Purnama et al. (2017) yang 
menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan sangat 
dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan petani 
dalam menjembatani hubungan antara perusahaan 
dan petani. 

Penyuluh Pertanian Lapangan berperan 
sebagai fasilitator dan komunikator yang membantu 
petani memahami standar budidaya dan kualitas yang 
dipersyaratkan oleh perusahaan. Sementara itu, 
petani tembakau berperan sebagai implementator 
utama yang bertanggung jawab menghasilkan 
tembakau sesuai standar mutu yang telah disepakati. 
 
Strategi Pelibatan Stakeholder dalam 
Pengembangan Kemitraan 

Berdasarkan hasil analisis stakeholder, strategi 
pelibatan stakeholder menjadi faktor penting dalam 
menjamin keberhasilan kemitraan. Salah satu strategi 
yang direkomendasikan adalah pembentukan forum 
komunikasi kemitraan yang melibatkan seluruh 
stakeholder. Forum ini dapat menjadi wadah 
koordinasi, konsultasi, penyelesaian konflik, serta 
pengambilan keputusan secara partisipatif. 

Strategi kedua  adalah peningkatan kapasitas 
petani melalui pelatihan budidaya, pengendalian 
mutu, pengelolaan pascapanen, dan penguatan 
manajemen usaha tani. Upaya ini penting mengingat 
kualitas produk menjadi faktor utama dalam 
keberhasilan kemitraan. Temuan ini mendukung 
penelitian Juweria (2022) yang menunjukkan bahwa 
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani 
berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas 
usaha tani tembakau. 

Ketiga, penguatan kelembagaan kelompok tani 
juga menjadi strategi yang penting karena kelompok 
tani berperan sebagai penghubung utama antara 
petani dan perusahaan. Kelembagaan yang kuat akan 
meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat 

posisi tawar petani, serta mendukung keberlanjutan 
program kemitraan. 

Keermpat, diperlukan penyusunan kontrak 
kemitraan yang transparan dan berkeadilan untuk 
menjamin kepastian hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Sistem komunikasi dan informasi yang 
terbuka juga perlu dikembangkan agar seluruh 
stakeholder memperoleh informasi yang sama terkait 
standar mutu, kebutuhan industri, dan perkembangan 
pasar. Terakhir, penerapan monitoring dan evaluasi 
partisipatif menjadi langkah penting untuk memastikan 
bahwa kemitraan berjalan sesuai tujuan dan mampu 
memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder yang 
terlibat. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan 
kemitraan petani tembakau dengan PT Djarum di 
Kabupaten Pemalang sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan stakeholder dalam membangun 
koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang efektif. 
Semakin kuat sinergi yang terbangun antar 
stakeholder, semakin besar peluang terciptanya 
kemitraan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas 
tembakau, serta mendorong peningkatan 
kesejahteraan petani. 
 

KESIMPULAN 
Rencana pengembangan kemitraan petani 

tembakau dengan PT. Djarum di Kabupaten 
Pemalang melibatkan lima stakeholder utama, yaitu 
PT. Djarum, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Pemalang, Penyuluh Pertanian Lapangan 
(PPL), kelompok tani, dan petani tembakau. Masing-
masing stakeholder memiliki peran, kepentingan, dan 
tingkat pengaruh yang berbeda. Hasil analisis 
stakeholder menunjukkan bahwa PT Djarum, Dinas 
Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta kelompok 
tani termasuk dalam kategori key players. Petani 
tembakau berada pada kategori subjects, sedangkan 
PPL termasuk kategori crowd. Pola kordinasi  adanya 
hubungan yang saling melengkapi dan saling 
membentuk suatu sistem kemitraan yang berorientasi 
pada peningkatan kualitas tembakau, kepastian 
pasar, dan keberlanjutan usaha tani. 

keberhasilan pengembangan kemitraan sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan stakeholder dalam 
membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi 
yang efektif. Oleh karena itu, strategi yang perlu 
dikembangkan meliputi pembentukan forum 
komunikasi multipihak, peningkatan kapasitas petani, 
penguatan kelembagaan kelompok tani, penyusunan 
kontrak kemitraan yang transparan dan berkeadilan, 
pengembangan sistem informasi kemitraan, serta 
penerapan monitoring dan evaluasi partisipatif. 
Melalui penguatan sinergi antar stakeholder tersebut, 
kemitraan petani tembakau dengan PT Djarum di 
Kabupaten Pemalang diharapkan mampu 
menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, 
meningkatkan kualitas dan daya saing tembakau 
lokal, memperkuat rantai pasok industri hasil 
tembakau, serta mendorong peningkatan 
kesejahteraan petani secara berkelanjutan.  
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